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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan 

tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan 

infomasi-informasi dan kebijakan kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses 

dari mana saja. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait 

penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat luas.  

Menurut Undang-Undang KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi 

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang 

berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.  

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi 

pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) 

diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran 

informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. 

Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, 

pendokumentasian, penyedian, dan/atau pelayanan informasi, Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi sebagai lembaga pemerintah pun berkewajiban memenuhi aturan UU 

yang berlaku.  

Mendukung Undang – Undang tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 61 

Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008. Menanggapi hal tersebut, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Daerah 2 Kabupaten Sumedang yang 

tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang 

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan 

Publik. 
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B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah 

8. Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik  

9. Peraturan Bupati Sumedang nomor 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

10. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengelola Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud  pembuatan laporan akhir pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi  ini 

yaitu: 

1. Memberikan gambaran tentang implementasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik  dan penyebarluasan informasi publik pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

3. Sebagai bahan evaluasi perbaikan pelayanan informasi publik ditahun berikutnya 

Tujuan yang ingin dicapai adalah :  

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengelolaan  informasi dan 

dokumentasi baik di PPID Utama dan PPID Pelaksana. 
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2. Tersedianya  informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, 

serta merta, dan setiap saat sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 
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BAB II. SARANA DAN PRASANA PELAYANAN INFORMASI 

 

A. Program dan Kegiatan 

Program kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada tahun 

2022 telah disusun rencana kegiatan sebagai berikut :  

1. Pelayanan Permohonan Informasi 

2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 

3. Pengelolaan dan Pengembangan Website PPID Kab. Sumedang 

4. sosialisasi dan koordinasi pengelolaan pelayanan informasi publik kepada perangkat 

daerah dan juga masyarakat 

5. evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik 

B. Sarana dan Prasarana 

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik terdiri 

atas :  

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik 

Ruang Pelayanan Informasi Publik terletak di Dinas Komunikasi dan Informatika, 

Persandian dan Statistik Kab. Sumedang, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Jl. 

Angkrek No. 103 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Jawa Barat. 

 

Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik 
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Gambar 2. Ruang Pelayanan Informasi Publik 

 

2. Penyedia Akses Informasi Publik 

a) Web Portal 

Web portal layanan informasi publik beralamat 

https://ppid.sumedangkab.go.id, pada kanal atau website tersebut terdapat jenis 

informasi publik yang tersedia setiap saat, informasi publik secara berkala, dan 

informasi serta merta. Selain itu https://ppid.sumedangkab.go.id berisi menu 

layanan informasi berisi tata cara seluruh layanan informasi publik, daftar informasi 

publik. Permohonan informasi bisa pula dilakukan melalui website dengan 

mengikuti petunjuk yang telah tersedia. 

 

 

https://ppid.sumedangkab.go.id/
https://ppid.sumedangkab.go.id/
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Gambar 3. Webiste PPID Kab. Sumedang 

b) Perangkat Lainnya 

Layanan informasi publik dapat juga melalui email, telepon dan  nomor 

fax yang tersedia : (021) 316 8200; Fax. (021) 390 4573, email: 

diskominfosanditik@sumedangkab.go.id 

 

D. Sumber Daya Manusia  

Susunan keanggotaan pengelola layanan informasi dan dokumentasi tertuang dalam 

Keputusan Bupati Sumedang No. 69 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah diuraikan sebagai berikut : 

 

A. Pembina : 1. Bupati Sumedang 
2. Wakil Bupati Sumedang 

B. Pengarah/Atasan PPID : Sekertaris Daerah Kabupaten 

Sumedang 

mailto:diskominfosanditik@sumedangkab.go.id
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C. Tim Pertimbangan : 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sumedang Bidang Pemerintahan. 

2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sumedang Bidang Pembangunan. 

3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sumedang Bidang 

Administrasi Umum. 
   4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, 

Hukum dan Politik. 

5. Staf Ahli Bidang Pembangunan, 

Ekonomi dan Keuangan. 

6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan 

Sumber Daya Manusia. 

7. Para Kepala Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumedang. 

8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sumedang. 

D. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, 

Persandian dan Statistik 

 Kabupaten Sumedang 

E. PPID Pembantu : 1. Para Sekretaris Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumedang. 

2. Kepala bagian Protokol dan komunikasi 

Pimpinan Kabupaten Sumedang 

3. Kepala Bagian Persidangan Perundang-

undangan dan Hubungan Masyarakat 

Sekretariat DPRD Kabupaten 

Sumedang. 

4. Wakil Direktur Administrasi Umum dan 

Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Sumedang 
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Serta Jabatan lainnya. Untuk lebih jelas terlihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4. Struk Orginasasi PPID Utama Kab. Sumedang 

 

E. Anggaran 

Anggaran operasional pengelolaan pelayanan informasi publik pada Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 sebesar 

Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sebagaimana termuat 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika, 

Persandian dan Statistik Kab. Sumedang Tahun 2022.  
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BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. Permohonan Informasi Publik 

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik 

dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan 

menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah 

penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat 

memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. 

Berikut Rincian Permintaan Informasi Publik Periode Tahun 2022 sebagai berikut : 
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Ya Tidak

1 13-02-2022 Anggita Dwi Octaviani 895347439433 Mahasiswa Unsap

Daftar SKPD 

Kab. Sumedang beserta 

rincian kontak

Untuk keperluan tugas besar v v v Diberikan 13-02-2022 13-02-2022 Gratis
Datang 

Langsung

2 16-02-2022 Akun Facebook Deniz BF - -
Peraturan Bupati 

terbaru terkait PPKM
- v v v Diberikan - 16-02-2022 Gratis

Mengirim 

Pesan ke FB Humas 

Sumedang

3 17-02-2022 Wahyuni Agung Sulastri 85156761653 Mahasiswa Unsap

Struktur Organisasi 

Diskominfosanditik 

Kab. Sumedang

Untuk Pemenuhan data pada 

Laporan Magang.
v v Diberikan 17-02-2022 17-02-2022 Gratis

Datang 

Langsung

4 17-02-2022 Gayatri Citra Anjani 89622869647 Mahasiswa Unsap
BAPOKTING 

(Open Data)

Untuk analisis kenaikan harga 

barang dipasar.
v V Diberikan 17-02-2022 17-02-2022 Gratis

Datang 

Langsung

5 17-03-2022 Farida Juniar 8973805163
Mahasiswa UIN 

Bandung

Pengumpulan data 

mengenai aplikasi 

E Office Kab. Sumedang

Untuk Penelitian Skripsi v v Diberikan 17-03-2022 17-03-2022 Gratis
Datang 

Langsung

6 26-03-2022 Gayatri Citra Anjani 89622869647 Mahasiswa Unsap

Data rata-rata 

pendapatan 

masyarakat setiap Desa 

di Kabupaten Sumedang

Untuk memenuhi data dalam 

pembuatan tugas proposal
v V Diberikan 26-03-2022 28-03-2022 Gratis Via WA

7 2022-03-06 Defrial D - PNS

informasi sosial media 

dari dinas – dinas di 

Kab. Sumedang

- v v v Diberikan 2022-03-06 2022-03-06 Gratis
Via Website 

PPID

8 2022-03-06 Muhammad Hidayat S 82122933410 Wiraswasta

Informasi Pengelolaan 

PPID Di Kab. Sumedang 

serta Data Permohonan 

informasi dari tahun 2010-

2022

Untuk mengetahui tingkat 

progres, memberikan penilaian 

secara independen, serta 

mempublikasikan peringkat 

terbaik/terburuk dalam 

implementasi UU KIP dan 

penyelenggaraan pelayanan 

informasi publik di masing-masing 

badan publik versi MITRA KIP.

v v v Diberikan 06/03/2022 06/03/2022 Gratis Via E-mail

9 31-08-2022 Ihsan
Mahasiswa Universitas 

Telkom

Media Publikasi SPBE 

di Kabupaten Sumedang
Bahan Penelitian Skripsi V v Diberikan 31-08-2022 31-08-2022 Gratis

Datang 

Langsung

10 03/12/2022 Alya Dwi Yuliani 81224925420 Mahasiswa UNISBA

Permohonan informasi 

data radio komunitas 

di Kab. Sumedang

Pemenuhan tugas matakuliah Job TrainingV V V Diberikan 03/12/2022 03/12/2022 Gratis
Via Website 

PPID

11 05/10/2022 M. Ilham 82119974870 PNS

Meminta fi le Master 

File Wilayah yg 

digunakan di e-office 

Pemkab Sumedang

Referensi data terupdate V V V Diberikan 05/10/2022 05/10/2022 Gratis
Via Website 

PPID

12 06/12/2022 Polres Sumedang - Polres Sumedang

1. Data Radio dan 

Televisi Kab. Sumedang

2. Data BTS (Tower) Kab. 

Sumedang

Program Kerja Polres Kab. 

Sumedang 

Tahun 2023

V V V Diberikan 12/06/2022 12/07/2022 Gratis Mengirim Surat

13 19/12/2022

Mochammad Andika 

Satria 

Fadillah

81575577570 Mahasiswa

Data Penyebaran 

Informasi Pemerintahan 

Terhadap Masyarakat

Bahan Analisa Tugas Kuliah V V V Diberikan 19/12/2020 20/12/2022 Gratis
Via Website 

PPID

14 19/12/2022 Sari Sri Nuraisah 85846976949 Mahasiswa

Struktur organisasi, 

Tugas-Tugas, Visi dan 

Misi, Sistem 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Laporan 

Keuangan

Untuk Tugas Mata Kuliah 

Akuntansi Pemerintahan
V V V Diberikan 19/12/2022 20/12/2022 Gratis

Via Website 

PPID

15 26-Desember Siti  Ainun Fatimah 85860805841 Mahasiswa
Hardware, Software, 

SDM Dinas Komunikasi
Untuk Penelitian Skripsi V V V Diberikan 26/12/2022 26/12/2022 Gratis Datang Langsung

16 29/12/2022 Indi Aires Firdaus 81320531623 Mahasiswa

Struktur Organisasi, 

Proses Kerja  serta 

Informasi Upaya Humas 

Sumedang dalam 

adaptasi digital

Pemenuhan Tugas Kuliah V - - V Diberikan 29/12/2022 29/12/2022 Gratis Datang Langsung

Dibawah 

Penguasaan

Status Informasi

Belum 

Didokumentasikan

Format 

informasi 

yang dikuasai

Soft 

copy

Hard

copy

Keputusan
Alasan 

Penolakan

Pemberitahuan 

Tertulis

Pemberian 

Informasi

Jenis Pemohon Hari dan Tanggal
Biaya dan 

cara Pembayaran

Biaya Cara

No. Tgl Nama Nomor Kontak Pekerjaan
Informasi

yang diminta

Tujuan 

Penggunaan 

Informasi

Melihat/Mengetahui
Meminta 

Salinan

Tabel 1. Daftar Permohonan Informasi Publik 
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B. Sengketa Informasi 

 

Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Kab. Sumedang pada Tahun 2022 

belum ada pemohon informasi publik yang keberatan dengan layanan informasi publik 

yang diberikan oleh PPID Kabupaten Sumedang sehingga tidak terdapat sengketa 

informasi publik 

 

C. Kegiatan Lainnya 

1. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Dengan Seluruh Perangkat Daerah 

 

Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi 

Publik mempunyai komitmen agar masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan 

mendapatkan informasi secara utuh. Hal ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan 

koordinasi kepada seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sumedang dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. 

 Sosialisasi ini dilakukan sekaligus sebagai perbaikan dimana sebelumnya 

Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik termasuk dalam 

kategori “Cukup Informatif”. Komitmen pimpinan dalam menuju Kategori “Informatif” 

Tahun 2022 ini diinisiasi dengan perumusan dan pemenuhan Daftar Informasi Publik 

(DIP) dan pembahasan mengenai penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). 
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Gambar 5. Sosialisasi Daftar Informasi Publik, 13 April 2022 

 

 

Gambar 6. Rapat Koordinasi Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan, 03 Juni 2022 
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2. Sosialisasi Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kepada Masyarakat 

 

Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya melaksanakan keterbukaan 

informasi publik melakukan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan publikasi 

inforgrafis menenai seputar Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada 

media sosial Instagram dan Facebook secara masif, Dokumen terlampir.  

 

3. Rapat Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi 

yang Dikecualikan 
 

Dalam upaya mendorong keterbukaan informasi publik di wilayah Kabupaten 

Sumedang, Diskominfosanditik Sumedang melalui Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik, melaksanakan Uji Kosekuensi Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar 

Informasi yang dikecualikan, pada PPID Pembantu di seluruh Dinas/Badan/Kantor/ 

Kecamatan/Kelurahan se-Kab. Sumedang pada tanggal 21 Juli 2022. 

Uji Konsekuensi Informasi sendiri merupakan proses pengujian yang wajib 

dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik, dari 

pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia. 

Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan ini mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (good 

governance) dan mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan 

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 
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Gambar 7. Uji Konsekuenasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan 

                Sumber : https://www.instagram.com/reel/CgRQH77JlcV/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

 

4. Uji Petik dan Uji Publik Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang 

Dilakukan Oleh Komisi Informasi Jawa Barat 

 

Pada tanggal 18 Oktober 2022 Kabupaten Sumedang bersama Komisi Informasi 

Jawa Barat melakukan uji petik dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Uji Petik dilakukan untuk menverifikasi 

ketersedian dokumen dilapangan dengan apa yang telah diunggah pada aplikasi E-

Monev 

Setelah dilakukan uji petik, dilakukan uji lapangan terhadap salah satu Perangkat 

Daerah/PPID Pelaksana bagaimana pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di 

perangkat daerah. Tim Komisi Informasi Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap 

https://www.instagram.com/reel/CgRQH77JlcV/?utm_source=ig_web_copy_link
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standar layanan serta ketersediaan dokumen informasi yang ada di Perangkat Daerah 

tersebut. 

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat, 

Kabupaten Sumedang termasuk dalam kategori “Informatif” dalam pelaksanaan 

Keterbukaan Informasi Publik untuk Tahun 2022. 

 

 

5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi 

Publik 

Diskominfosanditik Kab. Sumedang Selaku PPID Utama melakukan evaluasi 

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumedang hingga Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 30 

Desember 2022 

Selama tahun 2022 jumlah permohonan informasi yang diterima oleh PPID 

Utama yaitu sebanyak 16 permohonan. Dengan sedikitnya masyarakat yang melakukan 

permohonan informasi tentu belum optimalnya Perangkat Daerah dalam 

mensosialisasikan keterbukaan informasi publik serta fungsi PPID di Kabupaten 

Sumedang. 

Kabupaten Sumedang dengan Kategori “Informatif” dalam keterbukaan informasi 

Publik tentu perlu mendorong Perangkat Daerah yang lain agar dapat Menyusun Daftar 

Informasi Publik (DIP) di lingkungan Badan Publiknya serta mensosialisasikan hal 

tersebut pada masyarakat baik pada media sosial maupun di website Badan Publik. 
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6. 

 

Gambar 8. Rapat Evaluasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pemda Sumedang 
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BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT 

 

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan 

Keterbukaan Informasi Publik pada kegiata Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terdapat beberapa kendala sebagai berikut :  

1. Belum semua Perangkat Daerah yaitu PPID Pelaksana memahami Substansi Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan menerapkan indikator-indikator Keterbukaan Informasi 

Publik pada Badan Publik masing-masing 

2. Stigma masyarakat ketika melakukan permohonan informasi publik diaanggap rumit, lama, 

berbayar dan pemerintah dianggap tidak terbuka 

3. Belum sepenuhnya Perangkat Daerah memenuhi Daftar Informasi Publik di masing-masing 

Badan Publik dan mempublikasikannya di website Badan Publik 

4. Masih minim dilakukan pendokumentasian, perekapan dan pelaporan dari Perangkat Daerah 

tentang banyaknya permohonan informasi yang masuk 

5. Kinerja PPID Utama dan PPID Pelaksana belum optimal secara keseluruhan 

Maka dari itu sebagai rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam 

pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut 

1. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi, dan peningkatan kompetensi satuan kerja pada PPID 

untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik.  

2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 

Tahun 2008  

3. Memperbaiki kualitas Daftar Informasi Publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah/PPID 

Pelaksana serta mempublikasikannya di website perangkat daerah masing-masing.  

4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik oleh 

pemerintah serta tata cara perolehan informasi yang dimohon. 
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BAB. V PENUTUP 

 

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan 

lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting ketahanan nasional, hak memperoleh 

informasi telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik.  

Pemerintah Kabupaten Sumedang selaku badan publik mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik ini yaitu melalui upaya dalam memberikan pelayanan informasi 

publik secara cepat dan tepat serta mendorong Perangkat Daerah secara terbuka dalam 

memberikan pelayanan informasi.   

Demikian laporan ini dibuat guna memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan 

kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi 

Publik. 

 

 Sumedang, 13 Januari 2023 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian 

dan Statistik Kabupaten Sumedang 

Selaku 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama 

 

 

 

AGUS MUSLIM, S. Pd 

NIP : 19670727 199702 1 004 
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LAMPIRAN 

 

PUBLIKASI INFOGRAFIS MENGENAI PENGELOLAAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
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